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ABSTRAK

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN
NEGERI KELAS | A PALEMBANG

MUHAMMAD ARIS BAHRUL ALAM
502020166

Dalam Pasal 1 butir 29 KUHAP telah diatur pula tentang "keterangan anak"
yang berbunyi: Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang
anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkarapidana guna
kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang. Permasalahannya adalah apakah ada kekuatan pembuktian keterangan
anak dalam pemeriksaan perkara pidana dan apakah ada kekuatan mengikat
keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum empiris (sosiologi) yang bersifat deskriptif (menggambarkan).
Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa
keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana tidak mempunyai nilai
pembuktian, hal ini dikarenakan keterangan anak itu diberikan tanpa sumpah.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 185 ayat (7) dan Penjelasan
Pasal 171 KUHAP, maka keterangan anak tidak mempunyai kekuatan
pembuktian, namun hanya untuk menguatkan keyakinan hakim serta hanya dapat
dipakai sebagai tambahan alat bukti yang sah dan dapat dipakai sebagai petunjuk
dan keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana tidak mempunyai
kekuatan mengikat, karena keterangan anak hanya dipakai sebagai petunjuk saja,
bukan sebagai keterangan saksi, karena anak yang belum berumur lima belas
tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana.

Kata kunci : Kekuatan pembuktian, kekuatan mengikat, keterangan anak.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara ius punale dan ius
puniendi. Terjemahan istilah ius punale adalah hukum pidana, sedangkan ius
puniendi adalah hak memidana. Selain itu juga lazim dibedakan antara hukum
pidana substantif/materiel dan hukum pidana ajektif/formiel..

Dari segi hukum pidana substantif/materiel dapat disebut hukum delik.
Kata delik berasal dari bahasa latin “delictum” yang artinya gagal karena
kesalahan. Disamping delictum dalam bahasa latin dikenal pengertian crimen
yang berarti “misdaad” dan dapat diterjemahkan dengan “penyelewenagan”. Dari
segi lain, hukum pidana substantif/materiel dapat dianggap sebagai hukum sanctie
yang maksudnya adalah penegasan yang dapat bersifat positif dalam bentuk
hadiah/anugerah atau positif negatif yaitu berupa hukuman terhadap orang yang
memenuhi perumusan delik dalam ketentuan lukum pidana. Berdasarkan
ungkapan di atas maka dikatakan olen Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad
sebagai “Hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana”.!

Adapun hukum pidana ajektif/fformiel yang merupakan sarana realisasi

hukum pidana subststif/meteriel, dirumuskan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben

1 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,
2001, him. 9



Achmad sebagai “Hukum yang menyangkut cara penguasa menindak warga yang
didakwa bertanggung jawab atas suatu delik” .2

PAF. Lamintang dengan mengutif pendapat dari Simons menyatakan

bahwa:

Hukum Pidana materiil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-
rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai Syarat-syarat
tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-
orang yang dapat dihukum dan ketentun-ketentuan mengenai hukumannya
sendiri; jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum,
siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan.
Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan
perantara alat-alat kekuasannya menggunakan haknya untuk menghukum dan
menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana. 3

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hukum pidana

substantif/materiel itu berisikan aturan tentang tindak pidana beserta hukuman
yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan hukum pidana
ajektif/formiel itu berisikan aturan tentang hak negara melalui alat-alat
kekuasaannya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku
tindak pidana yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum
pidana substantif/materiel.

Salah satu alat kekuasaan negara untuk melaksanakan hukum pidana

ajektif/formiel, terutama dalam hal penjatuhan hukuman, adalah badan peradilan

dengan melalui perantara hakim. Dalam hal ini peranan hakim sangat menentukan

sekali untuk menentukan dihukum atau tidaknya seseorang yang telah didakwa

2 1bid, him. 10

3 pPAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Jakarta, 2006, hIm.
45



melakukan tindak pidana, kewenangan hakim dibatasi oleh ketentuan yang
memuat dalam hukum pidana ajektif/formiel atau hukum acara pidana.

Oleh karena itu, dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa hukum acara pidana
adalah: “Mengatur bagaimana negara melalui alat-alathnya melaksanakan haknya
untuk memidana dan menjatuhkan pidana”.* Dengan demikian bila terdapat
pelanggaran pada hukum pidana materil maka untuk menghukum atau
menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum
pidana materil tersebut, akan didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam
hukum acara pidana. Di negara kita mengenai ketentuan yang mengatur tentang
hukum acara pidana secara umum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah dimuat dalam suatu Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di dalam pedoman pelaksanaanya KUHAP dijelaskan bahwa tujuan hukum
acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya
mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari
suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara
jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat
didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta
pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti
bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini

dapat dipersalahkan.

4 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,
2009, him. 15



Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum
acara pidana mempnnyai tiga tugas pokok, yaitu:
a. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil
b. Memberikan suatu putusan hakim
c. Melaksanakan keputusan hakim. ®
Dari ketiga tugas pokok hukum acara pidana tersebut di atas, tekanan haras
diletakkan pada fungsi mencari kebenaran materil, karena kebenaranlah yang
haras menjadi dasar dari suatu putusan hakim pidana. Dalam rangka mencari dan
mendapatkan kebenaran materil sebagaimna diurikan di atas, hukum acara pidana
memberikan petunjuk apa yang haras dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-
pihak atau orang lain yang terlibat di dalamnya, termasuk dalam hal ini syarat-
syarat untuk dapat dipidananya seorang terdakwa oleh hakim.
Untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim dibatasi oleh ketentuan
Pasal 183 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut: “Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”
Alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 183 KUHAP
adalah dapat dilihat di dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari:
. Keterangan saksi
. Keterangan ahli
. Surat

. Petunjuk,
. Keterangan terdakwa.

O OO0 T oD

5 |bid, him 26



Dari kelima alat bukti tersebut di atas, alat bukti yang paling utama dan
paling lazim dipergunakan adalah alat bukti keterangan saksi. Menurut ketentuan
Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang
saksi nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 185 ayat
(1) KUHAP dijelaskan bahwa: “Dalam keterangan saksi tidak termasuk
keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu”. Maksud
dari penjelasan ini tidak lain adalah bahwa keterangan saksi tersebut adalah
berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar atau rasakan sendiri. Dengan kata lain,
saksi itu dikehendaki adalah saksi yang melihat, mendengar atau merasakan
sendiri adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bila terjadi suatu tindak
pidana hanya disaksikan oleh seorang atau beberapa orang yang masih tergolong
anak-anak. Oleh karena itu di dalam KUHAP telah diatur pula tentang
“keterangan anak” tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1
butir 29 KUHAP vyang berbunyi sebagai berikut: "Keterangan anak adalah
katerangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal
serta menurut carayang diatur dalam undang-undang ini".

Dari ketentuan Pasal 1 butir 29 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa
keterangan anak ini dimungkinkan juga diperlukan untuk membuat terang suatu
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dengan kata lain bahwa
keterangan anak ini dapat juga digunakan untuk mendukung pembuktian dalam

pemeriksaan perkara pidana.



Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik
untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan
kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul : “KEKUATAN
PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN?”

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan

permasalahannya sebagai berikut:
1. Apakah ada kekuatan pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan
perkara pidana?
2. Apakah ada kekuatan mengikat keterangan anak dalam pemeriksaan
perkara pidana ?
C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran
terhadap kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat keterangan anak di
Pengadilan tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada
kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan pembuktian keterangan anak
dalam pemeriksaan perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan mengikat keterangan anak dalam

pemeriksaan perkara pidana



Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis
yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu
pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan
pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan
jalan memeriksa atau penalaran hakim:

a. mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu
sungguh pernah terjadi
b. mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.®

2. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang
perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
(Pasal 189 ayat (1) KUHAP).

3. Perkara Pidana (acara pemeriksaan) biasa ialah perkara yang
pembuktiannya dan penerapan hukumnya tidak mudah serta sifatnya tidak
sederhana.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum,

terutama yang bersangkut paut dengan kekuatan pembuktian dan kekuatan

mengikat keterangan anak di Pengadilan maka jenis penelitiannya adalah

® Ibid, him 73



penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan)
dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (library research) dalam rangka mendapatkan data
sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan
cara menelaah bahan-bahan huku seperti:

a. Bahan hukum primer, vyaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan
perundang-undangan yang relevan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori,
pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan bahan hukum
pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum,
ensiklopedia dan lainnya.

2. Penelitian lapangan (field research) dalam upaya mendapatkan data primer,
dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni
Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis ini
(content analisys) terhadap data tekstular untuk selanjutnya dikonstruksikan ke
dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:



Bab. I.

Bab.1I

Bab. 111

Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, serta
sistematika penulisan.

Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan
mengenai fungsi dan tugas hukum acara pidana, pengertian pembuktian,
sistem atau teori pembuktian dalam perkara pidana, sistem pembuktian
yang dianut KUHAP, dan alat-alat bukti menurut KUHAP.

Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara
khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti
mengenai kekuatan pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan
perkara pidana dan juga mengenai kekuatan mengikat keterangan anak

dalam pemeriksaan perkara pidana.

Bab.lV Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini

yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.
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